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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN                           

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : 

 

a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri, agar efektif, efisien, dan terkoordinasi 
perlu pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5084); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 
42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 155); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang 
Milik Negara;  

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 459); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 168); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, 

adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan 
sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran Negara. 

2. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat 
PA/PB, adalah Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan/penggunaan anggaran/barang Kementerian Dalam Negeri. 

3. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam 
Negeri. 

4. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit 
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

5. Kepala satuan kerja pusat, UPT, satuan kerja khusus dan satuan kerja 
perangkat daerah, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA pada Satuan Kerja. 

6. Satuan Kerja Pusat adalah unit organisasi Eselon I yang melaksanakan 
program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 

7. Satuan Kerja Khusus adalah satuan kerja yang ditetapkan untuk 
melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan dengan dana 
yang bersumber dari Bagian Anggaran di luar Bagian Anggaran 
Kementerian Dalam Negeri atau berasal dari Bagian Anggaran 
Pembiayaan Perhitungan. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan 
Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan 
lingkup Kementerian Dalam Negeri serta Satuan Kerja di Kabupaten 
yang melaksanakan Urusan Bersama yang dibiayai dari DIPA 
Kementerian Dalam Negeri. 
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9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah 
Pejabat pada satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja yang 
bersangkutan.  

10. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB, adalah 
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan 
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara 
yang ada dalam pengawasannya. 

11. Pejabat pemungut penerimaan negara adalah Pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara pada 
satuan kerja di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
atas beban belanja Negara. 

13. Pejabat  Penandatangan  Surat Perintah Membayar,  yang selanjutnya 
disingkat PPSPM,  adalah pejabat pada satuan kerja yang diberikan 
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas surat 
permintaan pembayaran dan menandatangani surat perintah 
membayar. 

14. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 

15. Bendahara Penerimaan adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja 
yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk dan diserahi 
tugas oleh kepala satuan kerja untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan negara bukan pajak. 

16. Bendahara pengeluaran adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja 
yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja 
negara dalam rangka pelaksanaan DIPA satuan kerja. 

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, 
adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai 
sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara 
pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, 
adalah pejabat yang membantu pejabat yang mengambil tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK 
dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam 
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